
bahwa berdasarkan Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang

Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang

Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 384), perlu

dilakukan penyesuaian dalam Peraturan Bupati

Dompu Nomor 31 Tahun 2020 tentang

Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Langsung

Tunai Dana Desa untuk Penanganan Dampak

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di

Kabupaten Dompu;-

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan

b.

Menimbang  : a..

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DOMPU
NOMOR 31 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN

BANTU AN LANGSUNG TUNA1 DANA DESA UNTUK PENANGANAN

DAMPAK CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI

KABUPATEN DOMPU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATIDOMPU,

o

BUPATIDOMPU
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI DOMPU

NOMOR J^ TAHUN 2020



Peraturan Bupati ten tang Perubahan Atas

Peraturan Bupati Dompu Nomor 31 Tahuii

2020 tentang Petunjuk Pelaksamaan Bantuan

Langsung Tunai Dana Desa untuk penanganan

dampak Corona Virus Disease 2019 (covid-19)

diKabupaten Dompu.:

Undang-undang nomor 69 tahun 1958 tentang

: pembentukan daerah tingkat I bali, nusa

tenggara barat, dan nusa tenggara timur

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun

1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 1655); ;

Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang

desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang

Pemerintah Daerah {Lembaran Negara Republik

Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292,

Tambahan Lembaran Negara ^ Republik

Indonesia Nomor 5601);

Mengingat



5.Peraturan  Pemerintah  Pengganti   Undang-

Undang  Nomor  1  tahun  2020  tentang

Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas

Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi

Corona  Virus  Disease  2019  (COVID-19)

dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman

yang membahayakan perekonomian nasional

dan/atau   stabilitas    sistem  keuangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun

2010 Nomor 94);

6.Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008

tentang   Penyelenggaraan  Penanggulangan

Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia

tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

7.Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2008

tentang pendanaan dan pengelolaan bantuan

bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia

tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

8.Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014

tentang   Peraturan   Pelaksanaan  Undang-

Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun

2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan

Pemerintah Nomor  11  tahun 2019 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia tahun 2019 Nomor 41, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor



6321);
9.Peraturan Menteri  Dalam Negeri Republik

Indonesia Nomor  44 tahim 2016 tentang

Kewenangan Desa (Berita Negara Republik

Indonesia tahun 2016 Nomor 1037);

10.Peraturan Menteri  Dalam Negeri  Republik

Indonesia Nomor  20 tahun 2018 tentang

Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara

Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 611);

11.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal,   dan   Transmigrasi    Republik

Indonesia Nomor  11  tahun 2019 tentang

Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020

(Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019

Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 06 tahun

2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa

Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia

tahun 2020 Nomor 367).

12.Peraturan   Menteri    Keuangan   Nomor

205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana

Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2019Nomor 1700) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

40/PMK.07/2020  tentang  Perubahan  atas

Peraturan    Menteri    Keuangan   Nomor

205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana

Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2020Nomor 384);

13.Peraturan Bupati  Dompu Nomor 31 Tahun

2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan BLT Dana

Desa untuk penanganan Dampak Corona Virus

Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Dompu.

•t -'



Pasall

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati

Dompu Nomor 31 Tahun 2020 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

untuk penanganan Dampak Corona Virus Disease

2019 (Covid-19) di Kabupaten Dompu (Berita

Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2020 Nomor 246)

diubah sebagai berikut:

Di antara pasal 8 dan pasal 9 disisipkan 2 (dua)

pasal yaitu pasal 8A dan pasal 8B, yang berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 8A

Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar :

(1)Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk

bulan pertama sampai dengan bulan ketiga per

Keluarga penerima manfaat  (bulan April, Mei

dan Juni 2020).

(2)Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk

bulan keempat sampai dengan bulan keenam

per Keluarga penerima manfaat  (bulan Juli,

Agustus dan September 2020).

: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN BUPATI DOMPU NOMOR 31 TAHUN

2020 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN

BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA UNTUK

PENANGANAN DAMPAK CORONA VIRUS DISEASE

2019 (COVID-19} DI KABUPATEN DOMPU.

Menetapkan

MEMUTUSKAN:



H. BAMBANG M. YASIN

Pasal 8B

(1)Dalam hal Pemerintah Desa tidak menganggarkan

dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Dana Desa

dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran

Dana Desa Tahap III tahun anggaran berjalan

(2)Pengenaan  sanksi  kepada  Pemerintah  Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan

dalam hal berdasarkan hasil Musyawarah Desa

Khusus/Musyawarah Insidentil tidak terdapat

calon keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa

yang memenuhi kriteria.

(3)Hasil  Musyawarah Desa Khusus/Musyawarah

Insidentil  sebagaimana  dimaksud  pada  (2)

ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa yang

diketahui oleh Pemeritah Daerah Kabupaten atau

pejabat yang ditunjuk,

(4)Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) disampaikan kepada kepala KPPN

selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa

sebagaimana syarat penyaluran Dana Desa Tahap

III.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

penetapannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Dompu.

Ditetapkan di Dompu

Pada tanggal, Mei 2020

BUPATI DOMPU,



BERITA DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2020 NOMOR

Diundangkan di Dompu

Pada tanggai,   Mei 2020

SEKRETAI^DAERAH KABUPATEN DOMPU,


